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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan masyarakat desa 
terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Maga Dolok 
Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan 
otonomi yang dimaksud adalah transparansi pemerintahan dalam menjalankan 
pemerintahannya. Misalnya dalam melakukan pelatihan dan pengembangan bakat, 
tidak semua masyrakat desa yang mengetahui tentang hal tersebut. Pemerintah 
memberikan informasi hanya kepada orang-orang terdekatnya saja. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 
otonomi pada pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi 
Kabupaten Mandailing Natal tentang transfaransi pengelolaan dana desa, dan 
bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Desa 
Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan memperoleh data 
dari wawancara bersama kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa di 
Desa Maga Dolok, serta penyebaran angket kepada 56 responden. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian 
dianalisi menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, 
dokumentasi, dan pustaka. 
Dari penelitian ini diketahui pelaksanaan otonomi daerah pada 
pemerintahan Desa Maga Dolok masih kurang transparan dan kurang bijaksana 
dalam pengelolaan dana desa. Seharusnya pemerintah desa memberikan selebaran 
informasi kepada seluruh masyarakat atas dana desa yang diterima dan penyaluran 
dana desa tersebut.Pelaksanaan pemerintahan belum berjalan diatas prinsip 
kemaslahatan umat seperti yang tertuang dalam konsep fiqih siyasah Islam. Dan 
pemerintah belum menjalankan prinsip kebebasan dan keterbukaan kepada 
seluruh masyarakat.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pemerintahan 
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 




Pembentukan pemerintahan daerah bertujuan untuk mencapai 
efektivitas dan evisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Bung Hatta 
menjelaskan bahwa wujud kedaulatan rakyat sebagai pernyataan dari 
pemerintahan rakyat adalah dalam keadaan seluruhnya atau dalam bagian-
bagiannya, rakyat memerintah dirinya sendiri. Kedaulatan yang dilakukan 
oleh rakyat daerah bukan kedaulatan yang keluar dari pokonya, melainkan 
kedaulatan yang datang dari kedaulatan rakyat yang lebih atas. Dengan 
demikian, kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat daerah ini tidak boleh 
bertentangan dengan garis-garis haluan negara.
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Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara Kesatuan, 
memilih sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi. 
Penerapan sistem ini di dasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain 
luasnya wilayah negara dan banyaknya kepentingan yang harus 
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 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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diselenggarakan pemerintah pusat dan bertambah majunya masyarakat 
sehingga pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan itu dengan baik 
tanpa berpegang pada asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan.
3
 
Sistem desentralisasi dalam negara Indonesia atau dikenal dengan 
otonomi daerah adalah wacana yang hangat untuk dibicarakan dan 
diperdebatkan. Karena menyangkut bagaimana upaya negara untuk 
mensejahterakan rakyat Indonesia. Desentralisasi merupakan sebuah konsep 
yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri. 
 Adapun pengertian dari Otonomi daerah Menurut Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah 
hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Adapun daerah otonom adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4
 
Dengan adanya otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat  
maka pemerintah daerah dapat membangun ekonomi daerah sesuai dengan 
potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut bisa dijadikan untuk meningkatkan 
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ekonomi masyarakat dan pemasukan daerah. Pembangunan ekonomi daerah 
adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, 
pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja 
yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi 
pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-
usaha baru. 
Hukum Pemerintahan Daerah sangat erat kaitannya atau  salah satu  
hal yang dibicarakan di dalamnya adalah mengenai desa. Menurut Soepomo, 
sifat ketatanegaraan Indonesia yang masih asli, yang sampai sekarang masih 
dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari ialah ketatanegaraan desa, baik 
Desa di Jawa, di Sumatera, maupun di kepulauan Indonesia lainnya.
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Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa 
dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintahan Desa merupakan tingkat pemerintahan negara yang 
mempunyai kekuasaan umum berada di tingkat yang paling bawah. Dan 
merupakan miniatur pemerintahan negara, hanya saja kedudukannya 
menyerupai qhadi kalau dilihat dari sisi pelimpahan kekuasaan dan sisi 
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pandangan  umum. Namun dari pandangan kerjanya, pemerintah desa lebih 
khusus, karena kekuasaan terbatas pada bagian atau daerah kecil. Dilihat dari 
kepentingannya, kekuasaan ini dipandang dari bagaimana adanya sebuah 
pengangkatan resmi, yaitu adanya penunjukan langsung oleh tingkat 
pemerintahan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai hak istimewa yang 
tercerminkan dalam kebebasan serta tidak mempunyai hak prerogatif tertentu 




Dalam fiqh siyasah, sebagaimana dibentuk oleh Rasulullah SAW yaitu 
membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi melayani masyarakat 
dalam  banyak hal. Karena hal ini terkait dengan pribadi Muhammad SAW 
sebagai seorang Rasulullah dan seakligus seorang kepala negara.
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Apabila sistem  pemerintahan Indonesia ditinjau dari persfektif siyasah 
syar‟iyah (politik Islam), sedikit banyak telah sesuai dengan semangat yang 
islami, walaupun secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, 
namun secara substansi telah tercemin dalam UUD dan Pancasila. Karena inti 
dari pada siyash syar’iyah adalah untuk menciptakan kesejahteraan 
masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana 
pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis yang memberikan hak 
yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda 
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Pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan alokasi dana desa yaitu 
kita diajarkan untuk selalu menanam sifat keterbukaan dan kejujuran dalam 
menjalankan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu 
maupun masyarakat. Bentuk pengelolaan dana desa di dalam  sebuah desa 
seharusnya melalui beberapa tahapan, yaitu pertama perencanaan, yang 
dimulai dari musyawarah desa dimana untuk menampung usulan masyarakat 
desa sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dana desa, dan kemuadian 
dilanjutkan dengan pembuatan rencana anggaran biaya setiap kegiatan yang 
lalu dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai dasar 
untuk menggunakan dana desa. Kedua tahapan pelaksanaan, dibutuhkaan dari 
tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini 
merpakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi 
dalam pengelolaan dana desa.  
Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap 
informasi dalam sebuah lembaga perusahaan. Sehubungan dengan kejujuran, 
dalam Al-quran surat Al-Is’ra ayat 35 yaitu: 
ْبِْْٱۡلَكۡيلََْْوأَۡوفُواْ  َْوِزُنوا  ِْكۡلُتۡم َْوأَۡحَسُنْْٱۡلُمۡسَتِقيِمْ ْۡسَطاسِْٱۡلقِْإَِذا َْخۡيٞر لَِك َذَٰ
ْ  ٣٥َْتۡأِويٗلا
 
Artinya :  “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 
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Menekankan sikap transparan (keterbukaan/kejujuran) sangat penting 
untuk diperhatikan karena dalam surat al-Muthaffifin Allah telah mengatakan: 
َْْوۡيلْٞ ١ْلِّۡلُمَطفِِّفيَن ْْٱلَِّذينَْْ ْْٱۡكَتالُوا ْإَِذا ْْٱلنَّاسَِْعلَى ٢َْيۡسَتۡوفُوَن َوإَِذاْْ
َزُنوُهۡمُْيۡخِسُروَنْ ۡبُعوُثوَن٣َْْْكالُوُهۡمْأَوْوَّ ِئَكْأَنَُّهمْمَّ
َٰٓ لََٰ ْأُو  ْلَِيۡومْ ٤ْأَََلَْيُظنُّ
ْْٱلنَّاسَُْيۡوَمَْيقُوُم٥َْْْعِظيٖمْ لَِمينَْلَِربِّ  ٦ْْٱۡلَعَٰ
 
Artinya : “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-
orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka 
minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang 
untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan 
orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang 
dalam menakar dan menimbang.” 
 
Pemerintahan Desa Maga Dolok dalam pelaksanaan otonomi desa 
kurang demokratis dan kurang transparan dalam penyaluran dana desa 
khususnya dalam pemberdayaan masyarakat misalnya dalam pelatihan 
komputer dan pelatihan menjahit. Seharusnya warga Desa memiliki hak dan 
kewajiban yang sama, seperti yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 
Pasal 68 tentang hak dan kewajiban masyarakat desa, salah satu hak warga 
desa yaitu meminta dan mendapatkan informasi. Namun dalam kenyataannya 
Pemerintahan Desa Maga Dolok hanya memberikan informasi kepada orang-
orang terdekatnya, dan banyak masyarakat yang tidak menegetahui hal 
tersebut. 
Pemerintah desa juga kurang bijaksana dalam pengembangan potensi 
ekonomi desa, sehingga desa tidak dapat menumbuhkan produk-produk lokal 
yang dapat dipasarkan, sehingga tidak dapat mengurangi angka kesenjangan 
dan kemiskinan. Selain itu pemerintah desa juga kurang adil dan bijaksana 






perhatian aparatur desa untuk memperbaiki kualitas sektor kesehatan, 
misalnya dalam pembangunan sarana mandi, cuci atau surau, kakus (MCK). 
Hal seperti ini juga disebabkan kurang berfungsinya Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya mengkontrol Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
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Dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti 
dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan 
Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan 
Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal’’. 
B. Batasan Masalah 
Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka perlu 
dijelaskan tentang batasan permasalahn yang akan dituangkan dalam 
penelitian ini, yaitu pelaksanaan otonomi daerah pada Pemerintahan Desa 
Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal 
dilihat dari aspek transparansi pengelolaan dana desa dari aparatur desa 
kepada masyarakat desa pada periode 2016-2021 ditinjau menurut fiqh 
siyasah. 
C. Rumusan Masalah 
Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan 
dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan 
penelitian ini: 
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1. Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Maga 
Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal 
dilihat dari aspek transparansi pengelolaan dana desa dari aparatur desa 
kepada masyarakat desa pada periode 2016-2021? 
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah 
di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten 
Mandaling Natal? 
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan 
Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten 
Mandaling Natal. 
b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan 
Otonomi Daerah di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik 
Marapi Kabupaten Mandaling Natal. 
2. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi peneliti disamping untuk melengkapi persyaratan mendapat gelar 
sarjana S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau, juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk 
mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku 






2. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 
aparatur Pemerintahan Desa Maga Dolok dalam menjalankan roda 
pemerintahan serta dilihat dari aspek fiqh siyasah. 
3. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang 
juga berminat dalam bidang yang sama. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat 
kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriftif yang 
berupa ucapan atau tulisan dari pelaku yang dapat diamati dari orang-
orang (subjek itu sendiri).
10
 Artinya penelitian ini akan dibahas dalam 
bentuk paparan yang akan diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan 
seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan. 
2. Lokasi Penelitian 
Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa 
Maga Dolok, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing 
Natal. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena masalah tersebut belum 
pernah diteliti di tempat yang bersangkutan dan data-data yang 
dikumpulkan dari sumber atau informan yang ada dan dapat dijumpai baik 
untuk wawancara maupun angket, serta lokasinya merupakan tempat 
tinggal peneliti sendiri sehingga peneliti sudah mengenalnya dengan baik.  
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3. Subjek dan Objek Penelitian 
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala 
Desa dan Aparatur Desa yang berumlah 7 orang beserta masyarakat di 
Desa Maga Dolok yang berjumlah 561 orang. Sedangkan yang menjadi 
objek penelitian adalah pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang 
transparansi pengelolaan dana desa dari aparatur desa kepada masyarakat 
desa pada periode 2016-2021  pada Pemerintahan Desa Maga Dolok 
Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal menurut 
tinjauan fiqh siyasah. 
4. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber 
data primer dan sumber data sekunder: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara 
langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun 
sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 
langsung dari lapangan, yaitu terdiri dari aparatur Pemerintahan Desa 
dan masyarakat Desa Maga Dolok, Kecamatan Lembah Sorik Marapi 
Kabupaten Mandaling Natal. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang di dapat dari 
literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan 






5. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 
subjek atau objek yang mepunyai kuantitas dan karakteristik yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik 
kesimpulannya.
11
 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 
Perangkat Pemerintahan Desa sebanyak 7 orang, dan masyarakat desa 
Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling 
Natal berjumlah 561 orang. 
b. Sampel  
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 
Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk 
menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.
12
 Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan teknik sampling dimana dari perangkat 
pemerintahan desa yang menjadi sampel adalah Kepala Desa dan 56 
orang masyarakat desa Maga Dolok dengan teknik random sampling. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut: 
a. Observasi, yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk meninjau 
secara dekat permasalahan yang diteliti yaitu pelaksanaan otonomi 
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daerah pada pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah 
Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal. 
b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan 
mewawancarai subjek penelitian yaitu Kepala Desa. 
c. Angket, yaitu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara 
menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan berupa 
daftar kusioner yang harus diisi oleh responden yaitu dari 56 orang 
perwakilan masyarakat Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik 
Marapi Kabupaten Mandaling Natal. 
d. Dokumentasi, yaitu data-data berupa dokumen yang diperoleh dari 
desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten 
Mandaling Natal. 
e. Library Research (studi pustaka), yaitu memperoleh buku-buku atau 
literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara, mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 










Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu 
analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan 
menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan 
analisis deskriptif. Analisi ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan 
atau fenomena persepsi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintahan 
Daerah Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten 
Mandaling Natal dalam penyaluran anggaran pendapatan dan belanja desa 
(APBD) kepada masyarakat, sehingga digunakan analisis interaktif 
fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: 
a. Pengumpulan data, yaitu diartikan sebagai suatu proses kegiatan 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, 
dokumentasi, dan library risearch (studi pustaka) untuk mendapatkan 
data yang lengkap. 
b. Reduksi data, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 




c. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 
penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk 
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memeriksa, mengatur, mengelompokkan sehingga menghasilkan data 
yang deskriptif. 
d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian 
kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 
pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 




8. Teknik Penulisan  
Teknik penulisan yang dilakukan adalah: 
a. Deduktif, yaitu dengan meneliti hal-hal yang bersifat umum, dianalisa, 
kemuadian diambil kesimpulan secara khusus. 
b. Induktif, yaitu dengan meneliti hal-hal yang terperinci yang bersifat 
khusus, dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum. 
c. Deskriptif, yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau 
penguraian dari data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan 
teori-teori yang mendukung pembahasan serta digambarkan dalam 
bentuk tulisan.   
F. Sistematika Penulisan  
Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman 
pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk 
mempermudah penjelasan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti 
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akan mengemukakan sistematika penulisan menjadi lima bab, dan tiap bab 
sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan 
Masalah, Tujuan Penelitan, Kegunaan Penelitian, Metode 
Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
BAB II :  TINJAUAN UMUM 
  Pada bab ini akan dijelaskan tentang Letak Geografis, 
Pemerintahan, Agama, Ekonomi dan Sosial, Pendidikan, 
Transfortasi dan Komunikasi. 
BAB III :  TINJAUAN TEORITIS TENTANG OTONOMI   DAERAH 
  Pada bab ini akan dijelaskan tinjauan umum tentang Pengertian 
Otonomi Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Faktor-faktor 
yang mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah, 
Pemerintahan Desa dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 
pelaksanaan otonomi daerah. 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Merupakan bab inti yang berisikan tentang Pelaksanaan 
Otonomi Daerah dalam bidang transparansi pengelolaan dana 
desa pada Pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah 
Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal, dan Tijauan Fiqh 






Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling 
Natal. 
BAB V :  PENUTUP 
  Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang 










































GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 
A. Geografis dan Demokrafis 
Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten 
Mandailing Natal  berdiri pada tahun 1731 yang bernama Banjar Batu yang 
terletak di Banjar Lombang yang sekarang. Desa Maga Dolok dibuka oleh 
Jaimpalan yaitu anak dari Mangaraja Souraron yang berasal dari Huta Lobu 
(Aek Marian) dan Jaimpalanlah sekaligus yang menjadi Raja di Banjar Batu. 
Beberapa tahun kemudian penduduk Banjar Batu pindah ke Lumban 
Balian lebih kurang 300 M ke arah Barat. 1917 penduduk Banjar Batu 
berpindah lebih kurang ke arah Timur yaitu Desa Maga Lombang sekarang, 
dan semenjak itu Banjar Batu dan Banjar Lumban Balian disatukan yaitu 
Banjar Batu Lumban Balian (Banjar Dolok) dan diberi nama Desa Maga 
Dolok yaitu pada tahun 1917 dan sudah mempunyai wilayah hukum.  
Nama Desa Maga Dolok terinspirasi dari nama desa tetangga seperti 
Maga Pasar dan Maga Lombang, mengingat letak geografis Desa Maga Dolok 
lebih tinggi dari desa Maga lainnya. Desa Maga Dolok terletak dalam wilayah 
dengan batas-batas sebagai berikut: 
1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sibanggor Jae. 
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aek Marian. 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maga Lombang. 








Luas wilayah Desa Maga Dolok adalah 399,99 Ha dimana 35% berupa 
daratan yang bertofografi berbukit-bukit, dan 65% daratan yang dimanfaatkan 
untuk lahan pertanian dan persawahan. Dengan memiliki tofografi berbukit-
bukit dengan kemiringan rata-rata    dan dikelilingi oleh hutan maka Desa 
Maga Dolok termasuk beriklim tropis dengan kelembapan rata-rata    -3  
serta curah hujan cukup tinggi.  
Penduduk Desa Maga Dolok berasal dari berbagai daerah yang 
berbeda-beda, sehingga tradisi musyawarah dan mufakat, gotong royong dan 
kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa 
Maga Dolok. Hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya 
benturan-benturan antar kelompok masyarakat. 
Desa Maga Dolok mempunyai jumlah penduduk 561 jiwa, yang terdiri   
dari laki-laki 284 jiwa, perempuan 277 jiwa, terdiri dari 150 KK. Untuk lebih 
jelasnya tentang keadaan penduduk Desa Maga Dolok dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
TABEL II. 1 
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN 
No. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa 
1 Laki-laki 277 Jiwa 
2 Perempuan  284 Jiwa 
 Jumlah   561 Jiwa  
Sumber: Data Desa Maga Dolok 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan 
perempuan hanya selisih beberapa saja. Laki-laki yang berjumlah 284 






Kemudian kalau dilihat pula keadaan jumlah penduduk berdasarkan 
kelompok umur adalah seperti yang terdapat pada tabel berikut ini: 
TABEL II. 2 
KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 
No. Kelompok Umur Jumlah  Persentase  
1 Umur 0-5 Tahun 34 Jiwa 6,06 % 
2 Umur 6-10 Tahun 52 Jiwa 9,26 %  
3 Umur 11-15 Tahun 51 Jiwa 9,09 % 
4 Umur 16-30 Tahun 179 Jiwa 31,90 % 
5 Umur 31-40 Tahun 64 Jiwa 11,40 % 
6 Umur 41-50 Tahun 54 Jiwa 9,62 % 
7 Umur 51-59 Tahun 59 Jiwa 10,51 % 
8 Umur 60 ------- 68 Jiwa 12,12 % 
 Jumlah  561 Jiwa 100 % 
Sumber : Data Desa Maga Dolok 
Dari data di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Maga Dolok yang 
berumur 0-4 tahun sebanyak 34 jiwa, yang berumur 6-10 tahun sebanyak 52 
jiwa, yang berumur 11-15 tahun sebanyak 51 jiwa, yang bermur 16-30 tahun 
sebanyak 179 jiwa, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 64 jiwa, yang bermur 
41-50 tahun sebanyak 54 jiwa, yang berumur 51-59 sebanyak 59 jiwa, dan 
yang berumur 60 ke atas sebanyak 68 jiwa.dari jumlah keseluruhan yang 
paling banyak adalah yang bermur 16-30 tahun yaitu 179 jiwa. 
B. Agama dan Pendidikan  
Masyarakat Desa Maga Dolok seluruhnya menganut agama Islam, 
tanpa ada masyarakat yang menganut agama diluar Agama Islam sebagai nilai 
yang paling tinggi. Jika dilihat dari segi sarana ibadah yang menjadi pusat 
pembinaan kehidupan beragama umat Islam di Desa Maga Dolok dapat 






Selanjutnya penulis sajikan sarana ibadah yang ada di Desa Maga 
Dolok dilihat dari banjar/dusun. Adapun saran ibadah yang ada terlihat pada 
tabel dibawah ini: 
TABEL II.3 
JUMLAH SARANA IBADAH 
No. Nama Banjar Masjid Mushalla Gereja 
1 Banjar Dolok 1 3 - 
2 Banjar 
Lombang 
- 2 - 
 Jumlah  1 5 - 
Sumber : Data Desa Maga Dolok 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Maga Dolok terdapat 
satu (1) buah masjid dan lima (5) buah mushalla. Masjid tersebut terletah di 
banjar dolok yang merupakan pusat peribadatan warga Desa Maga Dolok. 
Sedangkan untuk mushalla berjumlah lima (5) buah yang letaknya menyebar 
atau berada di tiap-tiap banjar. Jumlah keseluruhan tempat ibadah di Desa 
Maga Dolok sebanyak enam (6) buah.  
Desa Maga Dolok berjarak lebih kurang 15 km dari ibu kota 
Kabupaten. Perkembangan dalam bidang pendidikan belum seluruhnya 
terpenuhi pada tiap tingkatan pendidikan, namun sudah cuckup memadai pada 
sarana pendidkan dasar, hal ini terlihat pada tabel berikut: 
TABEL II. 4 
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN 
No. Sarana Pendidikan Jumlah 
1 TK/PAUD 1 
2 SD 1 
3 MTS - 
4 MA - 
5 MDA 2 
 Jumlah 4 






Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan masih belum 
terpenuhi untuk tiap tingkatan sekolah. Misalnya di Desa Maga Dolok belum 
terdapat sarana pendidikan di tingkat MTS dan MA. Namun sudah cukup 
memadai pada sarana pendidikan dasar seperti TK/PAUD, SD dan MDA. 
C. Pemerintahan 
Pemerintahan Desa Maga Dolok tidak jauh berbeda dengan desa-desa 
lainnya. Dalam strktur perangkat desa, Pemerintah Desa Maga Dolok 
dipimpin oleh seorang kepala desa yang ditunjuk melalui proses Pemilihan 
Kepala Desa (Pilkades) langsung dengan sistem demokrasi dan 
mengutamakan putra terbaik dari desa dan memahami tentang pemerintahan 
desa. 
Calon Kepala Desa yang terpillih dengan suara dukungan yang 
terbanyak, ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Badan Perwakilan Desa, dan 
disahkan oleh Bupati, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang 
ditunjuk. Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 (dua) kali 
masa jabatan terhitung sejak ditetapkan. Disamping itu Daerah Kabupaten 
dapat menetapkan secara khusus masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan 
keadaan sosial budaya masyarakat setempat. 
Adapun sejarah Kepemimpinanan Desa Maga Dolok dari awal sampai 











No. Nama Kepala Desa Periode Keterangan 
1 Tidak diketahui Tidak diketahui Sebelum tahun 1927 
2 Abd. Kodir 1963 s/d 1773  
3 Bosman 1973 s/d 1982  
4 Romli Nasution 1982 s/d 1984  
5 Mhd. Nuh 1984 s/d 1993  
6 Mhd. Daud 1993 s/d 2003  
7 Jafar Siddik 2003 s/d 2005  
8 Mhd. Nurdin 2008 - sekarang   
Sumber : Data Desa Maga Dolok 
Pelaksanaan kegiatan administrasi Pemerintahan Desa Maga Dolok, 
seorang Kepala Desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes), dan 
beberapa orang Kepala Urusan (Kaur). Kepala Desa merupakan eksekutif 
dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan dilakukan pengawasan oleh 

















Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Maga Dolok  
Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal 
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Adapun uraian tugas dari perangkat desa adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Desa mempunyai tuga dalam mengkoordinir semua kegiatan 
penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa. Kepala desa 
dalam melakukan pekerjaannya bertanggungjawab kepada camat. 
2. Sekretaris Desa merupakan wakil dari kepala desa yang bertugas dalam 
membantu kerja kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa. 
3. Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Sosial membantu kepala desa dalam 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan 
program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan 
mesyarakat dan sosial kemasyarakatan. 
4. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan membantu sekretaris desa dalam 
melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan 
administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyususnan APB 
Desa. 
5. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan membantu kepala desa dalam 
melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi 
pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, 
mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam 
penyusunan produk hukum desa. 
6. Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Pembangunan yang bertanggung 
jawab kepala desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan 






7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga tinggi desa 
yang mempunyai tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan 
desa dan melakukan kerja sama dengan kepala desa dalam urusan 
pembangunan desa. 
D. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat 
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Maga Dolok secara kasat mata 
terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, 
sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini dibebabkan mata pencahariannya di 
sektor-sektor usaha yang berbeda pula, sebagian besar di sektor non formal 
seperti buruh bangunan, petani, perkebunan karet, persawahan dan sebagian 
kecil di sektor formal seperti PNS, dan honorer. 
Tanah di Desa Maga Dolok merupakan tanah yang sangat subur. 
Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Maga Dolok cocok untuk 
lahan pertanian seperti karet, coklat, durian, kopi, salak dan persawahan. 
Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, 
selengkapnya dilihat pada tabel berikut: 
TABEL II.6 
Jenis Mata Pencaharian di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik 
Marapi Kabupaten Mandaling Natal 
No.  Jenis Mata Pencaharian  Jumlah  
1 Petani  92 Orang 
2 Pedagang 8 Orang 
3 PNS 11 Orang 
4 Perangkat Desa 7 Orang 
5 Industri Kecil    4 Orang 
6 Buruh 15 Orang 
7 Pegawai lainnya  13 Orang 
 Jumlah  150 Orang 






Dari data di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Maga Dolok yang 
bekerja sebagai petani sebanyak 92 orang, pedagang sebanyak 8 orang, PNS 
sebanyak 11 orang, perangkat desa sebanyak 7 orang, industri kecil sebanyak 
4 orang, buruh sebanyak 15 orang, pegawai lannya 13 orang. Dari jumlah 
keseluruhan data, dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat desa Maga 
Dolok bermata pencaharian sebagai petani. 
Dari keragaman etnis masyarakat Desa Maga Dolok tercermin etnis 
budaya dan adat istiadat yang beragam sesuai dengan adat istiadat dan 
kebiasaan di lingkungan masyarakat desa sebagai berikut: 
TABEL II.7 
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Desa Maga Dolok Kecamatan 
Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal 
 
No. Uraian Sumber Daya Sosial 
Budaya 
Jumlah Satuan 
1 Persatuan Naposo Nauli Bulung 1 Kelompok 
2 Persatuan Hatobangon (Tetua) Desa 1 Kelompok 
3 Pesatuan Kahanggi (Marga) 5 Kelompok 
4 Persatuan Ibu-ibu PKK 1 Kelompok 
 Jumlah 8 Kelompok 
Sumber: Data Desa Maga Dolok 
Masyarakat Desa Maga Dolok menganut sistem sosial dengan 
menggunakan sistem adat isitiadat yang mengatur tata pergaulan sosial dalam 
masyarakat desa. Masyarakat desa juga memegang tradisi adat seperti dalam 
acara pelaksanaan upacara adat perkawinan dengan mengadakan acara 
markobar-kobar/marsipaingot (memberikan arahan kepada mempelai). Selain 
itu, masyarakat desa juga selalu mengadakan kegiatan hiburan seperti, lomba 
marhaban, lomba nasyid, tari, tor-tor, drama, dan lain-lain pada setiap 






dengan acara lelang ayam panggang, yang hasil lelang tersebut ditujukan 
untuk melengkapi kekurangan-kekurangan perlengkapan desa.  
Peran adat istiadat dalam masyarakat desa dilakukan untuk 
meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun 
desa. Adat yang digunakan sebagai landasan kontrol sosial yang utama 
melainkan konsep Agama Islam sebagai pedoman utama mereka, sehingga 
dikenal dengan istilah adat bersendikan sara’, sara’ bersendikan kitabullah. 
Adapun pemuka adat yang ada di Desa Maga Dolok berjumlah 5 orang yang 
diangkat dari tiap-tiap perkahanggian (marga) yang dianggap memahami adat 
secara baik dan benar. 
E. Sarana Transportasi dan Komunikasi 
Sarana transportasi yang ada di Desa Maga Dolok menggunakan 
transportasi darat.  Keadaan jalan di Desa Maga Dolok sudah diaspal sehingga 
memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. 
Selain menggunakan kendaraan pribadi sarana transportasi di Desa 
Maga Dolok menggunakan sarana transportasi umum seperti angkutan umum 
yang lewatnya hanya pada jam-jam tertentu seperti pada pagi hari dan sore, 
dan juga menggunakan ojek pengkolan yang beroperasi setiap hari. Dalam 
keseharian transportasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk pergi ke 
pasar dan untuk ke sekolah bagi para pelajar serta untuk pergi ke kampung-
kampung tetangga apabila ada acara baik pesta perkawinan, melayat kerumah 






Sarana komunikasi di Desa Maga Dolok menggunkan telepon seluler 
untuk berkomunikasi jarak jauh. Masyarakat juga dapat menerima informasi 
dari berita-berita melalui saran radio, dan televisi dengan memanfaatkan 















TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH 
A. Pengertian Otonomi Daerah 
Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti 
sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan.
16
 Secara sederhana 
otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas 
(pemerintahan) tersendiri, atau menurut Riant Nugroho, sebagaimana dikutip 
oleh Leo Agustino dalam bukunya dengan judul Politik Lokal dan Otonomi 
Daerah yang berarti memerintah sendiri. Kajian klasik milik Hoggart 
menyatakan otonomi harus dipahami sebagai sebuah interaksi antara 
pemerintah yng berada lebih tinggi kedudukannya dengan pemerintah yang 
berada di bawahnya. Dalam konteks tersebut, otonomi dipahami sebagai 
independence of localities yang kedap dari adanya campur tangan pemerintah 
di aras atas. 
Senalar dengan uraian Hoggart, Samoff pula menyatakan otonomi 
sebagai transferred powerand authority over decision making to local units 
are the core of autonomy. Berbagai argumen di depan tidak disanggah oleh 
Rosenbloom yang menjelaskan otonomi sebagai wujud penyerahan suatu 
kuasa kepada pemerintah yang lebih rendah tingkatannya untuk mengatur 
wilayah secara bebas tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.
17
 
Dengan demikian, otonomi adalah pemerintahan yang mampu 
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menyelenggarakan pemerintahan yang dituangkan dalam peraturan sendiri 
sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.  
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Adapun daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 




Jika merujuk pada defenisi di atas, otonomi daerah dapat diartikan 
sebaga kebebasan pemerintah daerah untuk berperan dalam menentukan 
tujuan kebijakan dan membuat keputusan pembangunan di daerah berdasarkan 
keperluan masyarakat tempatan. Tidak jauh berbeda, Escobar-Lemmon 
menyatakan otonomi sebagai pemindahan otoritas, fungsi dan tanggung jawab 
untuk memformulasi kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Atas dasar konsep tersebut, maka ada bidang kuasa 
pemerintah daerah untuk membuat program dan peraturan sesuai keadaan 
wilayahnya. Karena itu dalam arti kata lain, Otonomi merupakan antithesis 
dari sentralisai kekuasaan politik pemerintah pusat.  
Oleh karena itu otonomi seringkali dipadankan dengan desenralisasi. 
Karena keduanya menyiratkan pelembagaan kekuasaan dari pemerintah pusat 
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 Desentralisasi adalah istilah yang luas dan selalu 
menyangkut persoalan kekuatan (power). Umumnya dihubungkan dengan 
pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada 
pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah 
untuk menjalankan urusan-urusan pemerintah di daearah.
20
 
Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan 
kepada organ-organ penyelenggaraan negara, sedangkan otonomi adalah 
menyangkut hak yang mengikuti. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
mendefenisikan desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah pusat yang 
berada di ibu kota, melalui cara dekonsentrasi antara lain pendelegasian 
kepada pejabat di bawahnya maupun pendelegasian kepada pemerintah atau 
perwakilan daerah, sedangkan otonomi daerah yang merupakan salah satu 
wujud desentralisasi, adapun dalam arti luas, otonomi daerah adalah 
kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan 
keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
21
     
Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem 
dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersipat opersional dalam 
rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai 
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efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.
22
 Dengan 
pelimpahan kewenangan ini dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, 
bukan bearti berjalan dengan mulus. Pelaksanaan otonomi daerah tidak 
semudah membalik telapak tangan, diperlukan kemampuan pemerintah daerah 
untuk mengelola dan  menyelenggarakan kewenangan tersebut dengan baik 
dan benar. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah 
antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian 
daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. 
Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut menjadi beban 
daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas medebewind atau asas 
pembantuan. Proses sentralisasi ke desentralisasi ini  pada dasarnya tidak 




Dengan adanya otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 
maka pemerintah daerah dapat membangun ekonomi daerah sesuai dengan 
potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut bisa dijadikan untuk meningkatkan 
ekonomi masyarakat dan pemasukan daerah. Pembangunan ekonomi daerah 
adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, 
pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja 
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yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi 
pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-
usaha baru. 
B. Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, 
juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan 
dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan 
bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali 
sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Peraturan-
peraturan yang di wewenangkan pada pemerintah daerah juga mengenai 
peraturan perekonomian. Perekonomian pemerintah daerah bisa dihasilkan 
melalui potensi daerah masing- masing.  
Penerapan otonomi daerah sebenarnya sudah banyak dilakukan di 
negara-negara lain selain di Indonesia. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk 
memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya 
sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah 
dianggap lebih mengenal daerahnya masing- masing sehingga akan lebih bisa 
mengembangkan daerahnya memalui otonomi daerah yang diberikan. 
Disentralisasi pembangunan di pusatkan di daerah-daerah dimaksudkan untuk 
mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama dibidang 
perekonomian daerah itu sendiri.
24
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Pelaksanaan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi 
masyarakat luas memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang 
demokratis dalam rangka menuju pada pemerintahan yang baik (good 
governance). Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa 
untuk menciptakan the good governance perlu dilakukan desentralisasi 
pemerintahan. Berdasarkan hasil pengamatan maka dapat dilihat bahwa 
terdapat beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu diperhatikan 
dalam kaitannya dengan upaya pencapaian kepemerintahan yang baik (good 
governance), diantaranya adalah:  
1. Otonomi berhubungan erat dengan demokratis (Khususnya grass roots 
democracy). 
2. Dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil 
keputusan dan memperbaiki nasib sendiri. 
3. Karena dalam konsep otonomi terkandung kebebasan dan emandirian 
masyarakat daerah untuk mengambil keputusan dan  berprakarsa, berarti 
pengawasan atau kontrol dari pemerintah pusat tidak boleh dilakukan 
secara langsung yang dapat mengurangi kebebasan masyarakat daerah, 
atau menjadikan beban bagi daerah. 
4. Daerah otonom harus memiliki power (termasuk dalm sumber-sumber 
keuangan) untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan 







5. Dalam pelaksanaanya, otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 
intern, akan tetapi juga oleh faktor eksteren.
25
 
Berbicara landasan asas dalam pelaksanaan otonomi daerah, akan 
dijumpai tiga bentuk asas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang selama ini digunakan banyak negara, yaitu asas desentralisai, 
dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.   
1. Asas Desentralisasi  
Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan 
sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari 
pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah 
tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah 
itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai 
urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
daerah itu, baik mengenai  politik kebijaksanaan, perencanaan dan 
pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat 
pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.  
Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi itu 
menunjukkan: 
a. Satuan-satuan desentralisasi fleksibel dalam memenuhi berbagai 
perubahan yang terjadi dengan cepat. 
b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif 
dan lebih efisien. 
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c. Satuan desentralisasi lebih inovatif. 
d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang 
lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
26
 
2. Asas Dekonsentrasi  
Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan 
wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi 
vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. 
Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan 
pelaksanaannya maupun pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab 
pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala 
daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.
27
 
Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dekonsentrasi adalah 
pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil sebagai wakil 
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertical di wilayah tertentu, dan/atau 
kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerntahan umum.  
Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh dinas provinsi sebagai 
perangkat provinsi. Penyelenggaraan dekonsentrasi itu dibiayai atas beban 
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pengeluaran pembangunan APBN. Pencatatan dan pengelolaan keuangan 
dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari 
APBD. Gubernur memberitahukan kepada DPRD tentang kegiatan 
dekonsentrasi.
28
   
3. Asas Tugas Pembantuan  
Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut 
serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada 
pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya 
kepada yang memberi tugas.
29
 Tugas pembantuan dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan 
pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah 
pusat. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai 
Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk 
melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah provinsi.  
Sebagai sistem politik pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah 
di Indonesia berasas kepada empat urutan aturan, yaitu: 
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1. Ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar negara; 
2. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai amanat dan pedoman 
seluruh penyelenggaraan politik pemerintahan negara; 
3. Undang-Undang sebagai aturan pelaksanaan pemerintahan daerah; 
4. Peraturan pemerintah (pusat) sebagai petujuk teknis praktik otonomi 
daerah. 
Dalam UUD 1945 sangat jelas perintah negara untuk 
melaksanakan otonomi daerah demi terbangunnya budaya dan 
keberadaban politik di aras lokal. Realitas ini didasarkan pada ciri serta 
sifat dari negara Indonesia itu sendiri, seperti keberagaman etnik, agama, 
pandangan politik, budaya dan lainnya yang diberi penghargaan dan 
kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena 
itulah, Bab I dalam Pasal I bagian 2 UUD 1945 menyatakan kedaulatan 
ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.  
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Paling tidak ada dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong 
lahirnya kebijakan otonomi daerah berupa UU No. 22/1999. Pertama, faktor 
internal yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisme 
dimasa lalu. Kedua, adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh dorongan 
internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari 
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Dalam mempengaruhi pelaksaan otonomi daerah ada beberapa faktor 
yang berpengaruh: 
1. Faktor Manusia Pelaksana  
Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan 
pertama-tama dan terutama ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh 
manusia pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan 
dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti 
mentakitas maupun kapasitasnya. Pentingnya posisi manusia pelaksana ini 
karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang 
bertindak/berfungsi sebagai subyek penggerak roda organisasi 
pemerintahan.  
Oleh sebab itu, kualifikasi mentalitas dan kapaistas manusia yang 
kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang 
menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Manusia 
pelaksana pemerintahan daerah dapat dikelompokkan kedalam beberapa 
kelompok, masing-masing:  
a.  Pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan dewan 
perwalkilan rakyat daerah (DPRD).  
b. Alat-alat perlengkapan daerah yakni aparatur dan pegawai daerah.  
c. Rakyat daerah, yakni sebagai komponen environmental (lingkungan) 
yang merupakan sumber energi terpenting bagi daerah sebagai 
organisasi yang bersistim terbuka.
31
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Peranan kepala daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan 
tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Berhasil atau tidaknya 
seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya 
tergantung pada kualitas yang dimilikinya.  
2. Faktor Keuangan Daerah 
 Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan 
peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha-usaha 
pembangunan. Yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak 
dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu 
yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD).  
Pada umumnya sumber pendapatan daerah terdiri atas:  
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 
1) Hasil pajak daerah 
2) Hasil retribusi daerah 
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah  
4)  Lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan daerah diluar 







b. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang 
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
pelaksanaan desentralisai (otonomi daerah). 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau dana 
darurat dari pemerintah pusat.  
3.  Faktor Organisasi Dan Manajemen  
Faktor yang ketiga yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi 
daerah adalah faktor organisasi dan manajemen. Agar pelaksanaan 
otonomi Daerah dapat bejalan dengan baik, dalam arti Daerah 
dapat/mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka 
diperlukan organisasi dan manajemen yang baik pula. Untuk mewujudkan 
suatu organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang 
ada dapat sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut dapat 
diterapkan beberapa asas atau prinsip organisasi. Atau dengan perkataan 
lain, organisasi yang sehat, efektif dan efisien adalah organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mendasari pada asas-asas berikut: 
a. Rumusan tujuan  
b.  Pembagian pekerjaan  
c. Pelimpahan/pendelegasian wewenang  
d.  Koordinasi  
e. Rentangan control  
f. Kesatuan komando Faktor penting lainnya yang mempengaruhi 






pengertian umum manajemen adalah suatu seni, keterampilan, atau 
keahlian, yakni “seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang 
lain” atau “keahlian untuk menggerakakan orang melakukan suatu 
pekerjaan”.  
D. Pemerintahan Desa  
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud desa adalah sebagai 
berikut: 
“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyrakat 
setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional 
dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan 
mengenai desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.” 
UU No. 32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang dimiliki desa ataupun 
dengan sebutan lain. Otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh pemerintah 
desa dan badan permusyawaratan desa sebagai perwujudan demokrasi.
32
 
Salah satu usaha untuk menciptakan negara yang bersih dan transparan 
kembali mendapatkan tantangan. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang desa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk 
mewujudkan good governance, salah satu isu penting dalam UU No. 6 Tahun 
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2014 adalah adanya dana alokasi desa yang masih menimbulkan pro dan 
kontra. Disatu sisi alokasi dana yang besar akan mampu membantu dalam 
pembangunan desa, di satu sisi akan menimbulkan potensi korupsi yang besar 
dikarenakan sumber daya menajemen pengelolaan keuangan ditingkat 
pemerintah desa yang belum baik ditambah dengan proses pengawasan 
transparansi dan akuntabilitas yang masih lemah. 
UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan tentang iktikad 
negara untuk memberikan otonomi seluas-luasnya terhadap desa, hal ini 
dtandai pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam 
DPRD Desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa. Otonomi yang luas 
ini diharapkan menjadi indikator untuk menunjukkan sejauh mana kualitas 
pengelolaan pemerintahan d level yang rendah yaitu desa. Sehingga ketika 
transparansi akuntabilitas di desa bisa terwujud maka akan menjadi indikator 
pembangunan nasional bisa tercapai. 
Akan tetapi pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat 
memanfaatkan keistimewaannya tersebut, ketergantungan dana dari 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat 
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada 
kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan 
kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat 
diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak 






kecurangan terlihat mula dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan 
sebagainya. 
Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang bak (good governance) 
ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling 
berkaitan yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu usaha 
untuk mengurangi terjadnya praktik penyimpangan di pemerintahan adalah 
dengan menerapkan sistem akuntabilitas publik yang baik. 
Dalam pelaksanaan pemerintahan pemerintah desa wajib mengelola 
keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan 
berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti ditanggungjawabkan secara 
hukum, dan partisipatif berarti melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Di 
samping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan 
kaidah sistem akuntabilitas keuangan pemerintah. 
Pemerintah Desa terdiri dari perangkat-perangkat sebagai berikut: 
1. Kepala Desa 
a. Pengertian Kepala Desa 
Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi di sistem pemerintahan 
desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh 
undang-undang.
33
 Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 
Kepala Desa diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 9 Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1979.  
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Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia 
oleh penduduk desa warga negara Indonesia yang telah berumur 
sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin.   
Dalam rangka pemilihan kepala desa yang dimaksud dengan asas: 
1. Langsung 
Pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya 
menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. 
2. Umum 
Pada dasarnya semua penduduk desa warga negara Indonesia yang 
memenuhi persyaratan yang sekurang-kurangnya telah berusia 17 
(tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin, berhak memilih dalam 
pemilihan kepala desa.  
3. Bebas 
Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk 
menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan 
atau pelaksana dari siapa pun dan dengan apapun. 
4. Rahasia 
Pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara 
yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun 
dan dengan jalan apapun.
34
  
Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. 
Dalam pemilihan kepala desa calon yang memperoleh suara terbanyak 
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ditetapkan sebagai kepala desa terpilih. Untuk desa-desa yang 
memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, 
pemilihan kepala desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum 
adat setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada 
peraturan pemerintah. 
Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dpilih 
kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan 
kepala desa, bagi desa yang merpakan masyarakat hukum adat, yang 
keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini 
diatur dengan perda. 
Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota paling lambat 
tiga puluh hari, setelah calon yang bersangkutan dinyatakan sebagai 
calon terpilih. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa 
mengucapkan sumpah/janji, sebagai berikut: 
”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya 
akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-
baiknya sejujur-jujurnya, seadilnya bahwa saya akan selalau taat 
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar 
Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan 
Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan 
perndang-undangan, dengan selurus-lurusnya, yang berlaku bagi 
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b. Kedudukan Kepala Desa 
1. Alat Pemerintah  
2. Alat Pemerintah Daerah 
3. Alat Pemerintah Desa 
c. Tugas Kepala Desa 
1. Menjalankan urusan rumah tangganya 
2. Menjalankan urusan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat 
3. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong 
d. Fungsi Kepala Desa 
1. Kegiatan rumah tangganya sendiri 
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat 
3. Melaksanakan tugas dari Pemerintah di atasnya 
4. Keamanan dan ketertiban masyarakat 
5. Melaksanakan tugas-tugas lan diberikan oleh Pemerintah di atasnya36 
e. Hak Kepala Desa 
1. Mengajukan pencalonan Perangkat Desa kepada pejabat yang 
berwenang 
2. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan  
3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili desanya 
4. Mengatur penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa 
5. Mewakili desanya dalam rangka kerjasama . 
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f. Wewenang Kepala Desa  
1. Menyelenggarakan rapat Lembaga Musyawarah Desa 
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
3. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong 
royong masyarakat 
4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat 




g. Kewajiban Kepala Desa 
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ikha; 
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, 
transparan, profesional. Efektif, dan efisien, bersih serta bebas kolusi, 
korupsi, dan nepotisme; 
7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di desa; 
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8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 
9. Mengelola keuangan dan aset desa; 
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa; 
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; 
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; 
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup, dan; 
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 
Sedangkan dalam pasal 27 ditegaskan, bahwa dalam melaksanakan 
tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagamana dimaksud dalam 
pasal 26, kepala desa wajib: 
1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap 
akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; 
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap 
akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara 
tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun 
anggaran; dan 
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 
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kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang 
berwenang mengangkat karena: 
1. Meninggal dunia; 
2. Atas permintaan sendiri; 
3. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desa yang baru; 
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-
undang ini; 
5. Melanggar sumpah/janji yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) undang-
undang ini; 
6. Melanggar larangan bagi kepala desa yang dimaksud dalam pasal 13 
undang-undang ini; dan 
7. Sebab-sebab lain. 
Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau 
melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan 
kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa.  
Larangan bagi kepala desa melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan 
tindakan-tindakannya yang menjad kewajibannya yang merugikan 
kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa 
adalah dimaksud untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpanganyang 
merugikan kepentingan umum, khususnya kepentingan desa itu sendiri. 
2. Sekretaria Desa 
Sekretaris Desa adalah unsur staf ynag membantu Kepala Desa 
dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan 






a. Sekretariat desa 
b. Kepala-kepala urusan. 
Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar 
pertimbnagan camat atas usul kepala desa sesudah mendengar 
pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa. Apabila kepala desa 




Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi 
persyaratan. Sementara itu, sekretaris desa yang sudah ada sebelum 
berlaku UU No. 32 Tahun 2004 diisi oleh bukan pegawai negeri sipil, 
namun secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai 
peraturan perundang-undagan yang berlaku.
40
 
a. Kedudukan Sekretaris Desa 
1. Unsur staf sebagi orang kedua 
2. Memimpin Sekretariat Desa 
b. Tugas Sekretaris Desa 
1. Memberikan pelayanan staf 
2. Melaksanakan administrasi Desa 
c. Fungsi Sekretsris Desa 
1. Kegiatan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan 
2.  Kegiatan Pemerintahan dan Keuangan Desa 
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3. Adminstrasi Pendudukan 
4. Administrasi Umum 
5. Melaksanakan fungsi Kepala Desa apabila berhalangan Sekretaris 
Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 
3. Kepala Urusan 
a. Kedudukan Kepala Urusan adalah sebagai unsur Pembantu Sekretaris 
Desa dalam bidang tugasnya 
b. Tugas Kepala Urusan adalah membantu Sekretaris Desa dalam bidang 
tugasnya 
c. Fungsi Kepala Urusan adalah: 
1) Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas  
2) Pelayanan administrasi terhadap Kepala Desa. 
4. Kepala Dusun 
a. Kedudukan Kepala Dusun adalah sebagai pelaksana tugas Kepala Desa 
d wilayahnya 
b. Tugas Kepala Dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah 
kerjanya 
c. Fungsi Kepala Dusun adalah: 
1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan.  
2) Melaksanakn Keputusan Desa di wilayah kerjanya 






Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
41
 Kepala 
Dusun diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama 
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul kepala desa. 
5. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) 
Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga 
permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-
kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-
pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.  
Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dan keanggotaannya 
dimusyawarahkan oleh kepala desa dengan pemuka-pemuka masyarakat di 




6. Badan Permusyawaratan Desa 
Sebagai perwujudan Demokrasi, dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga 
permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan Tugas Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan amanah dari UU Desa. Secara 
yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi 
desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lai 
berfungsi mengayomi adata istiadat, membuat Peraturan Desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, seta melakukan 
pengawasan terhadapa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fungsi 
pengawasan Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap 
pelaksaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan 
Keputusan Kepala Desa.
43
   
Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, 
memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan 
pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. 
Pemilihan anggota Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa 
yang memenuhi persyaratan calon anggota Tugas Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD).  
Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun, sama dengan 
jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan 
berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam 
perda yag berpedoman pada peraturan pemerintahan. Anggota BPD yang 
sudah ada pada saat berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 teatap 
menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini, 
sampai berakhirnya masa jabatan.
44
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Dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan 
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala 
Desa. 
7. Keuangan Desa 
a. Pengertian Keuangan Desa 
Pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban 
dasar yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa 
uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dimaksud 
menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.
45
 
Belanja desa dimaksud digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat 
desa. Pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh kepala desa, yang 
rinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. Pengelolaan keuangan desa ini dilakukan oleh 
kepala desa, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh 
bupati/walikota, dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 
Dalam rangka meningkatkan pendapatan, desa dapat 
mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan 
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potensi yang dimiliki desa. Badan Usaha Milik Desa ini dapat 
melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Badan Usaha Milik Desa ini merupakan badan hukum 
pembentukannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan.
46
   
b. Sumber Pendapatan Desa 
1. Pendapatan asli desa yang meliputi: 
a) Hasil usaha desa; 
b) Hasil kekayaan desa; 
c) Hasil swadaya dan partisipasi; 
d) Hasil gotong royong; 
e) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah. 
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi: 
a) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah, dan 
b) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah 
yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten. 
3. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi 
4. Sumbangan dari pihak ketiga 
5. Pinjaman desa 
Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa 
tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa 
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dilakukan, antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, 
kerjasama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. 
Sumber pendapatan yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang 
sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten, tidak dibenarkan adanya 
pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.  
Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada 
desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari semua pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Maga Dolok 
Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal 
berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat ketidak adilan dari 
pemerintah desa yang dirasakan oleh masyarakat misalnya dalam bidang 
transparansi pengelolaan dana desa, keterbukaan informasi dari 
pemerintah desa dirasa kurang oleh masyarakat, dan masyarakat merasa 
pemerintah desa kurang bijaksana dalam memberikan kesempatan yang 
sama kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dari dana desa 
yang diterima. 
2.  Menurut tinjauan fiqih siyasah, dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu 
dimana dalam Islam kita diajarkan untuk selalu menanam sifat 
keterbukaan dan kejujuran dalam menjalankan suatu perencanaan dalam 
hidup baik dalam bentuk individu maupun masyarakat. Namun 
transparansi dalam penyaluran berbagai bantuan dari perangkat desa 
kepada masyarakat desa di Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik 
Marapi Kabupaten Mandaling Natal  kurang baik. Dan pemerintah desa 










1. Sebaiknya aparatur pemerintahan desa Maga Dolok Kecamatan Lembah 
Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal  harus lebih transparan dalam 
penyaluran berbagai bantuan untuk masyarakat desa, dan lebih bijaksana 
dalam memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada untuk meningkatkan 
kehidupan ekonomi masyarakat desa. 
2. Seharusnya aparatur desa pada Pemerintahan Desa Maga Dolok dalam 
menyelenggarakan pemerintahan otonomi harus berasaskan atas prinsip 
kemaslahatan umat dan memegang asas kebebasan berpendapat untuk 
seluruh umat seperti yang tertuang dalam konsep fiqih siyasah Islam. 
3. Penulis berharap kepada sarjan hukum di Universitas Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau agar lebih meningkatkan keilmuan dan mengembangkan 
keterampilan dan menganalisis agar memberikan konstribusi terhadap 
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Pertanyaan Kepada Kepala Desa 
1. Upaya apa yang dilakukan oleh aparatur desa dalam memberikan suatu 
informasi kepada masysarakat desa Maga Dolok Kecamatan Lembah 
Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal? 
2. Kebijakan apa yang telah dilakukan aparatur desa dalam meningkatkan 
kehidupan ekonomi masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan di 
Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi?  
3. Kendala apa yang dialami oleh aparatur desa Maga Dolok Kecamatan 
Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalanjakan 
Pemerintahan? 
4. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan aparatur desa dengan 
masyarakat Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi 
Kabupaten Mandailing Natal? 
5. Upaya apa yang dilakukan aparatur desa dalam menjalankan pelayanan 
pemerintahan Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi 
Kabupaten Mandailing Natal? 
6. Bagaimana upaya yang dilakukan aparatur desa dalam penyaluran 
program bantuan kepada masyarakat Desa Maga Dolok Kecamatan 







Daftar Pengisian Angket 
 Wawancara Tertutup 
A.  Kata Pengantar :   
Pertanyaan yang diajukan dalam Angket ini hanya bertujuan semata-mata 
untuk penelitian ilmiah, utnuk memperoleh data tentang “Tinjauan Fiqih 
Siyasah Terhadap Pelaksaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan 
Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten 
Mandaling Natal” 
B.  Petunjuk Pengisian 
1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibuk/Saudara/i pilih. 
2. Pengisian angket ini tidak ada hubungannya dengan studi dan 
pekerjaan anda.  
3. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian. 
4. Pengisian secara jujur sangat diharapkan menurut keadaan yang 
sebenarnya.  
C. Identitas Mahasiswa  
Nama  : Nurhidayah Lubis 
Nim  : 11724200573 
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah) 
D. Identitas Responden 
Nama
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  :  
Alamat : 
Umur  : 
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E. Daftar Pertanyaan  
1. Apakah perangkat desa pada  pemerintahan desa Maga Dolok 
Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal terbuka 
dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dalam 
penyaluran dana desa? 
a. Terbuka  
b. Tidak Terbuka 
2. Apakah perangkat desa di desa Maga Dolok bijaksana dalam 
memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk 
mendapatkan pekerjaan? 
a. Bijaksana 
b. Tidak Bijaksana 
3. Apakah perangkat Desa transparan dalam melakukan pengelolaan 
keuangan desa di desa Maga Dolok ? 
a. Transparan  
b. Tidak Transparan 
4. Apakah kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat di desa 
Maga Dolok sudah berjalan dengan baik? 
a. Baik  
b. Tidak Baik 
5. Apakah Kepala Desa Maga Dolok telah menjalankan pemerintahan 
dengan baik? 
a. Baik  





6. Apakah perangkat desa telah menyalurkan berbagai jenis bantuan 
kepada masyarakat dengan baik? 
a. Baik  
b. Tidak Baik 
7. Apakah anggota BPD selalu aktif melaksanakan tugasnya sebagaimana  
Mestinya? 
a. Aktif    
b. Tidak Aktif   
8.  Apakah anggota BPD selalu aktif dalam memantau kegiatan aparatur 
desa? 
a. Aktif  
b. Tidak Aktif  
9. Apakah anggota BPD selalu aktif dalam memenuhi undangan  
Aparatur  Desa dalam membahas berbagai kegiatan di Desa? 
a. Aktif  
b. Tidak Aktif 
10. Apakah anggota BPD selalu aktif dalam melakukan pengawasan 
terhadap pengunaan APBDes? 
a. Aktif  
b. Tidak Aktif  
*Atas bantuanya dalam mengisi angket ini penulis ucapkan terima kasih. 
  
Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Maga Dolok 
 
 
Dokumentasi Pengisian Angket Oleh Responden 
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